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NOMORl$I'AHUN 2019

TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANGPENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2019

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2019 tentang

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019,

perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung

.Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun

2019 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2019;



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan KeempatAtas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 701);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 102);

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Non

Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahunn 2019 Nomor 114);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2013 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11

Tahun 2019 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2019 Nomor 11);

26. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38 Tahun 2019

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2019.

------ _. _.



PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 38

Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubah an Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2019 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula

berjumlah Rp. 1.267.036.441.903,57 bertambah sejumlah Rp. 296.100.000,00

sehingga menjadi Rp. 1.267.332.541.903,57 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula

b. Bertambah/ (berkurang)

Rp.1.191.854.212.992,03

Rp. 296.100.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 192.150.312.992,03

2. Belanja
a. Semula : Rp. 1.267.036.441.903,57

b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 296.100.000,00 (+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

Rp.1.267.332.541.903,57(-)

Rp. (75.182.228.911,54)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1)Semula Rp.77.182.228.911,54

2)Bertambah/(berkurang): Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 77.182.228.911,54

b. Pengeluaran

1)Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang): Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 2.000.000.000,00(-)

Rp. 75.182.228.911,54(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal ~ VS~EM~61l- 2019

~Tfi.NJU JABUNG TIMUR,(I

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan diMuara Sabak

pada tanggal ~D6l,eM~tt-20 19

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 20-19-

NOMORLi9

(\ElAH DITELITI KEBENARANNYA
~ abag Hullum DanPerundang • Undangan

• EDRIS, SH.,MH
,blna TIt II (1V/b~ .:
700323200212 1O!)~


